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FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) 

 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…………….……………1

…………………………………………………………………..2

 
 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) 
 

 
Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD...... Triwulan ............ 

Tahun.........  sebesar Rp........... (.........................................................), yang 
berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan 
lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.  

 
Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola 

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka 
pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku 
pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami. 

 
Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan 

pengeluaran biaya BLUD.......... 
 

.................., ...............................20....3

 
Pemimpin BLUD ..................... 

 
 

(tanda tangan) 
 

(nama lengkap) 
NIP.................4

 
 
 
 
Keterangan: 
                                                 
1 diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota  
2 diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD 
3 diisi tempat,  tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab dibuat. 
4 diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS) 

 MENTERI DALAM NEGERI,
 

ttd 
 

H. MARDIYANTO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
 

PERWIRA 


